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WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR b7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

bahwa Kkelebihan pembayaran Pajak Daerah
terhutang oleh Wajib Pajak merupakan t.al yang
dapat terjadi dan merupakan kewajiban Pemerintah
Daerah untuk mengembalikan keiebihan
pembayaran sesual peraturan perandang-
undangan;

bahwa untuk merealisasikan  pengembalian
pembayaran pajak kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur
mengenai tata cara pengembaliannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kote. Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahen Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten P:lalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880),




Menetap<an

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi sraerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049};

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -entang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rzpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-lUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Batam.

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintati Kota
Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan
pengelolaan Pajak dan Retribusi Daeran Kota
Batam.

5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Reztribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Batam.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah
yang selanjutnya disingkat BPKAD adalan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Batam.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan can Aset
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Batam.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya
disebut Dirjen Pajak adalah Direktorat Jznderal
Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terhutang oleh pribadi atau badan yang oersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, <dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi scbesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyal hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribaci atau
badan yang bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan Fak dan
memenuhi  kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {satuj bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah paling iama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetcr dan
melaporkan pajak yang terhutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagal sarana
dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dan usaha Wajitv Pajak
dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Daerah.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya d:sing<at
NOP adalah nomor identitas objek pajak daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaoorkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan peroajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selarjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.
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27.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapar pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan  umlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlan kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang
atau seharusnya tidak terhutang.

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang seharusnya tidak terutang adalah
pajak yang telah dibayar namun dikemud an hari
terbukti secara sah terjadi pembatalan trensaksi
yang mendasari timbulnya kewajiban perpajakan.

Sanksi Administrasi berupa bunga, k:naikan
dan/atau denda adalah tanggungar. atau
pembebanan diluar pokok pajak terhutang
sebagai akibat pelanggaran adm nistrasi
perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan Pengadilan
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak daerah adaleh pajak
yang dibayar lebih besar daripade yang
seharusnya terutang atau pembayaran pajek yang
seharusnya tidak terutang.

Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah
pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran
pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau
kelebihan pembayaran pajak atas kredt pajak
atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.

Kompensasi Hutang Pajak adalah pembayaran
hutang pajak yang dananya berasal dari
kelebihan pembayaran pajak yang telah d setor ke
rekening kas Daerah.

Surat Keputusan Pembetulan adalat. surat
keputusan yang membetulkan kesalahen tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daeralh yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuar. Pajak
Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.



28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapar Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, atau terhadap pemotongan aiau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

29, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah
yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPPRD
untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana sebagai dasar kompensasi hutang pajak
dan/atau  pembayaran kembali  kelebihan
pembayaran pajak kepada wajib pajak.

30. Surat Perintah Membayar yang selenjutnya
disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran atau kuasa peagguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

BAB 1l
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang diberlakukan dalam Pzraturan
Walikota ini meliputi :

a. Pajak Hotel;

Pajak Restoran,

Pajak Hiburan,

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Parkir;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

@ oM A o

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; dan

i Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
yang dapat dikembalikan

Pasal 3

Kelebihan Pembayaran Pajak  Daerah  dapat
dikembalikan dalam hal terdapat :

a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana t:rcantum
dalam Surat Ketetapan Pajak Daeraa Lebih
Bayar;



b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkar. Surat
Keputusan pembetulan;

c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkar. Surat
Keputusan pengurangan sanksi administrasi
atau Surat Keputusan penghapusan sanksi
administrasi,

d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkar Surat
Keputusan pengurangan Surat Ketetapan pajak
atau Surat Keputusan  pembatalan  Surat
Ketetapan pajak;

e.  pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan pengurangan surat tagihar. pajak
atau Surat Keputusan pembatalan surat tagihan
pajak; atau

f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitken Surat
Keputusan Keberatan atau putusan sanding
atau putusan peninjauan kembali oleh
Mahkamah Agung.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi kesalahan penyetoran pajak
terhutang oleh wajib pajak maka pengerabalian
pajak terutang tersebut dapat diajukan dengan
mengajukan permohonan kepada Kepala BPFRD
dengan melampirkan bukti setoran.

(2) kesalahan penyetoran  pajak sebajzaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa :

a. kekeliruan penggunaan identitas wajib pejak
dan/atau objek pajak]); dan/atau

b. kesalahan dalam memasukkan jumlah
besarnya pajak terutang.

(3) Pengembalian dapat dilakukan setelah dilakukan
verifikasi oleh BPPRD yang dituangkan dalam
Berita Acara verifikasi.

Pasal S

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB dan PBB-P2 untuk ketetapan sebelum. tanggal
3] Desember 2010 atau dilakukan sebelum
diserahkannya pengelolaan PBB-P2 oleh Dirjen Pajak
kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan mengacu
pada peraturan perundang-undangan.

BAB IlI
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 6

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran pajak



(2)

(3)

(4)

secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala
BPPRD dengan tembusan Kepala BPKAD.

Permohonan pengembalian tersebut sebagaimana
pada ayat (1) terhadap kelebihan bayar tahun
berjalan atau tahun sebelumnya paling lama
untuk masa sebelum kadaluarsa 5 (lima) tahun.

Permohonan sebagaimana dimaksud padja ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila
dikuasakan;

b. nama dan alamat Wajib Pajak atau
kuasanya apabila dikuasakan;

C. NPWPD dan NOP atau Nomor
Pendaftaran/registrasi;

d. masa pajak dan tahun pajak;

perhitungan pajak yang terhutang mrenurut
Wajib Pajak;

f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran
pajak; dan

g.  nomor rekening bank Wajib Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud peda ayat
(2) untuk jenis pajak yang ditetapkan
berdasarkan ketetapan ({official asz2ssment)
dilengkapi dokumen :

a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah
dengan memperlihatkan aslinya;

b. fotokopi bukti dari bank apabila
pembayaran dilakukan melalui transfer
bank, dengan memperlihatkan aslinya;

c. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, F'otokopi
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Keputusan Keberatan Pajak
atau Surat Keputusan Banding/Keputusan
Peninjauan  Kembali/Surat  Keputusan
Pembetulan/Surat Keputusan Pengrangan

atau penghapusan Sanksi
Administrasi/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pe nbatalan

Surat Tagihan Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud peda ayat
(2) untuk jenis pajak berdasarkan perhitungan
sendiri (self asessment) dilengkapi dokumen :

a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah
dengan memperlihatkan aslinya;

b. fotokopi bukti dari bank apabila
pembayaran dilakukan melalui transfer
bank, dengan memperlihatkan asliaya;

c. fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan
aslinya;



(1)

(2)

(3)

(5)

d. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Keberatan Pajak atau Surat
Keputusan Banding/Keputusan Penirjauan

Kembali/Surat KepL.itusan
Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan
atau penghapusan $Sanksi
Administrasi/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pem catalan

Surat Tagihan Pajak.

e. Fotokopi akta hibah dan/atau wars yang
diterbitkan oleh notaris apabila perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan <arena
hibah dan/atau waris, untuk BPHTB; dar.

f. Fotokopi akta pembatalan/Surat
Keterangan jika akta jual beli belum
ditandatangani yang diterbitkan oleh notaris
apabila perolehan hak atas tanah daa/azau
bangunan batal dilaksanakan, untuk
BPHTB.

Bagian Kedua
Proses Permohonan

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Kepala BPPRD atas
nama Walikota, meneliti dan memerikse berkas
permohonan dalam rangka penerbitan SKPDLB.

Hasil penelitian permohonan sebazaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi kele1gkapan
pemenuhan persyaratan permohonan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. menolak, dengan pengembalian berkas yang
disertai alasan yang jelas  apabila
persyaratan  permohonan tidak lsngkap;
atau

b. menerima dan memproses perirohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
apabila memenuhi persyaratan.

Terhadap permohonan yang ditolak sebe gaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak
dapat mengajukan  kembali permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran  pajak
dengan melengkapi kekurangan persyarztan.

Terhadap permchonan yang diterime. Kepala
BPPRD atas nama Walikota seanjutnya
melakukan pemeriksaan administrasi dan
lapangan.

Kelebihan pembayaran pajak sebagairiana
dimaksud dalam Pasal 3, harus dipert.itungkan
terlebin dahulu dengan hutang paak yang
diadministrasikan di BPPRD apabila pemohon
memiliki hutang pajak.



(6)

(8)

(1)

(2)

()

(7)

Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan
hutang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi
hutang pajak dan dalam hal wajib  pajak
bersangkutan tidak memiliki hutang pajak, maka
seluruh kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan kepada wajib pajak bersang cutan.

Kompensasi hutang pajak dapat dilekukan
terhadap hutang pajak sejenis pada takun
sebelumnya atau tahun berikutnya atau dengan
jenis pajak lainnya yang dimiliki olelr wajib
pajak bersangkutan.

Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6} dan ayat (7), dilakukan oleh BPPRD.

Pasal &

Kepala BPPRD atas nama Walikota dalani jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulaj, sejak
diterimanya permohonan kelebihan pemkbayaran
pajak harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) diatas telah dilampaui dar. Kepala
BPPRD atas nama Walikota tidak memoerikan
suatu keputusan, permohonan pengermbalian
pembayaran pajak dianggap dikabulken dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), telah diperhitungkan hutang pajak
daerah lainnya yang masih dimiliki olch wajib
pajak.

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala BPPRD atas nama Walikota
selanjutnya menerbitkan Ke putusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pengembalian kelebihan pembayarar. pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (due) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.

Apabila Pengembalian kelebihan penibayaran
pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Walikota ~memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak.

Format Keputusan Pengembalian (2lebihan
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksad pada
ayat {3), tercantum dalam Lampiran 1 Perataran
Walikota ini.



Bagian Ketiga
Proses Pencairan

Pasal 9

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dan Kepatusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 eyat (3),
Kepala BPPRD menerbitkan SPM-KPD.

(2) SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada wyat (1),
disampaikan kepada Kepala BPKAD, dengan
dilengkapi dokumen :

a. poto copy SKPDLB;

b. asli Surat Keputusan Pengermbalian
Kelebihan Pembayaran Pajak; dan

c. foto copy rekening koran atas pembayaran

(3) SPM-KPD  beserta  dokumen lampirannya
sebagaimana  dimaksud pada  ay:. (2},
disampaikan kepada Kepala BPKAD lisertai
dengan bukti tanda terima.

(4) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampran II
Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berdasarkan SPM-KPD dari Kepala BPPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1., Kepala
BPKAD memproses pencairan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka
Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2011 Bab
V tentang Tata Cara Penyampaian Keberatan/Banding,
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan K:tetapan,
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi,
Pemeriksaan dan Pengembalian Kelebihan Peribayaran
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 171)
dan Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tat.un 2012
tentang ata Cara Pengembalian Kelebihan Perabayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomwor 245)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerin:ahkan
pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal © Hopembe® 2017

WALIKOTA BATAM
MUHAMMAD RUDI

Diundarigkan di Batam
pada tanggal 2 topamber 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR Coy



KEPADA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR :57 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 toRraeer 2017

Form 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
NOMOR ¢ eeirrvsrersisssesvossnsmsssassassmassironsas

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK ..o MASATAHUN PAJAK. ..o i,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. bahwa berdasarkan surat permohonan . ............ ***) Tanggal ..........
Nomor ............ hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerzt telah
diterbitkan SKPDLB Nomor.............. tanggat............. masa/tahun........ sebasar
RP.coeiicinns

b. bahwa berdasarkan SKPDLB sebagaiamana dimaksud pada turuf a, telah
dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan, can lerdapat
kelebihan pembayaran pajak ... “**,

c. Bahwa atas kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana d rmaksud pada
huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke pajak............ i ¥

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, perlu menetapkan keputusan kepala badan pengelolaian pajak dan
Retribusi Daerah tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajut. Daerah
............. NOPD........jenis pajak....... masa/Tahun pajak

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi

Daerah;

2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2011 Tentang Pajak ...... (Perda jenis-jenis
pajak)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
KEPADA.............

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK

Masa/Tahun*) pajak :

Mengembalikan  Kepada ... = memiliki kelebihan pembayaran
pajak ......cc.... =} Masa/Tahun™)....... sebesar RP.....ocoooevieiiieiienns )

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagimana dimaksud dalam diktum
KESATUAN Dikompensasikan sebagai Rp.,.......... (coonieeeeneennns ) untuk

dibayarkan ke sejumiah utang pajak.
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak
melalui potongan SPM-KPD sejumiah RP.. oo
(oo et e et )

Dengan rincian sebagai berikut :

No | Nomor Surat | NPWD Masa/Tahun Kode Kode Utar@; Kcmpensasi
Ketetapan Pajak Rekening | lenis Paje k {Rp)
Pajak Setoran | (Rp)




Form 1

KEEMPAT . Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU*)
[ Diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak daerah dan tidak tersis 2 kelehihan
pembayaran pajak daerah.
7] Masih tersisa sebesar Rp. ... (1 e et s )

Untuk dipind@hbukukan 0181 ........ccovrimariciinmss s e s
Ke rekening Wajib Pajak dengan nama FEKEIING v s

dan NOMOT FEKENING .......covvivveerinrieennns Pada BANK ......oooovicn e e s
i e
KELIMA Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku

pada tanggat ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Padatanggal @ ... Septe nber 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

Surat Keputusari ini disampaikan kepada :
1. Waijib Pajak

2. Kepala B’PKAD

3. Arsip BPPRD

Keterangan :
“) Coret yar g tidak perlu

*)  Beritand (x) pada kotak } 1) yang sesuai
sy Nama Wiijib Pajak

WALIKOTA BATAM___ -
\

‘-—

MUHANMMAD RUDI



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAIA  yorm 2
NOMOR :57 TAHUN 2017
TANGGAL : & rfopzmea.r 2015

1. Lembar 1 k:2 BPKAD
2. Lembar 2 k2 BPPRD

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH {SPM-KP J)

NOMOFL. ..veviermiarmeeronsironcnens Tanggal .....ccvunveienneon
Berdasarkan SKPDLB NOMOT 1 ... Tanggal ....cooooovvvinrmren
KEPADA : Bendahara Umum Daerah  agar membayar/memindahbukukan ke ebihan
DEMDEYATAN ... emees st (sebutkan jen s pajak)
Sebesar CRP s TP U VPRSP T ST PSPPI LI AR
)
Atas nama
Wajib Pajak
Alamat
NPWP
NOP
Dengan memerhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPM-KPD
Sejumiah CRP e (e e
)
Dengan rincien :
i Nomor Kode i }
i No Surat NOPD/NPWD | Masa/Th.Pajak | Rekening Kode Jenis | .Jumizh (Rp)
l
Ketetapan Pajak Setoran
] N _
Sehingga dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak SEDESAr { RP v veeiii e
T PP P P PR P PR ER BB )
Melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :
Bank :
Nama reken ng
Nomor rekening
Atas beban ekening APBD pada Bank ...
Batam, oo oo 200
o KEPALA BADAN PENGELOLAAN I’AJAK DAN
Telah diteibitkan SP20 RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAI
Tanggal :
Nomor NIP
L ] |

MUHAMMAD RUDI



